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Menimbang

Mengingit

BUPATI BALANGAN,

- 5. bahwa dalam rangks memuat armh  kebijokon

b

t

dioerah dalam satu wshun yang bersifat tcknm
operanional dan merupakan komitmen Pemerintah
Dacrah untuk memberikan  kepastian, kebijakan
dalam melaksanakan pembangunan daeralb yang
berkesinambungan serua mengakomodir aspirasd,
usulan masyarakat, kalapgan dunia wsaha, serta
jajiran  Pemerintah  Kabupaten Balangen perlu
menyosun rencana kenn pemerintah dacrah (REPD)
Kabupaten Balangan Tahun 20215

bahwa untuk melnksannkan ketentuan dalam Pasal
12 avat (3] Peraturan Menterl Dulam Negeri Nomor
86 Tanhun 2017 tentang Tata Cara Perencanonn,
Pengendalion dan Evaluasi Pembangunan Dacrah,
Tauta Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tenlang Rencana Pembangunan Jangka Panjarg
Dacrah  dan Hencans  Pembangunan  Jangks
Menengah Daerab, serta Tata Cara Perubahan
Rencans Pembangunan Jangka Panjang Doerah,
Rencana Pembangunnn Jangka Menengah Dacrah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Dastah;

bakwa  berdasarkan  pertimbangnn  schagnimuna
dimaksud dalam hural a, dan huraf b, periu
menetapkan Peraturan Bupall teniong Rencana:
Krrja Pembangunan Daerah Tahun 2021;

Undang-Undang Momor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Eabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balingan di Propinai  Kalimantan
Selatan (Lembaran Negarn Republik Indonesia



Tohun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomar 4265]

3 Uridang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tenlang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomaor |04, Tambahan Lembaran Negama Republii
Indonesia Nomor 4421),

3. Undang-Undang Nomeos 17 Tahun 2007 lentang
Repcana Pembangunan Jangks Panjeng (RRIF)
Masfonal  Tahun 20052025 (Lembar Negam
Repubilik Indonesis Tahun 2007 Nomor 33,
Tambagan Lembaran Negura Republik Indonesia
Namor 47000

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 lentang
Femerintahan Dacruh (Lembaran Negara Bepublik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 244, Tambahin
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomar 5587)
schagnimana telah diubal tevakchir kali dengan
Undang-Lindang Romor & Tahun 015 tenlung
Perubahon Kedua Atas Undang-Undang Momar 23
Tehiun 2014 tentang Pemerinmhan = Dacrah
{Lembaran Nesera Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791

5 Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang
Pedaman Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintahan
Duerah  [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembmaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4815,

6. Peraturan Pemenmiah Nomor 8 Taliun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas|
Pelaksnnann  Rencann  Pembangunan  Daerah
(Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambmhan Lembarin Negara Republik
Indemnesin Nomor 4817}

7. Peraturan Pemetintuh Nomer 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2016 Nemor 114);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daeral {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

G, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencans Pembangunan Janghka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10},



10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolagn  Kewangan
Dncrah sebagnimans telah diubah beberapu kali
terukhir dengan Peraturzn Menteri Dalam Negen
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atss Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang FPedoman Pengelolann
Keunngun Dacrah;

11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalinn
dan Evalussi Pembangunan Dacrah, Tata Cara
Evaliasi Rancangan Peraturan Dasrah Tentang
Rencana Pembangunan Jangks Panjang Daerah
dan Réncanas Pembangunan Jangks Menengah
Dacrah, Serta Tats Curn  Perubshan  Rencana
fembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerjn Pemerininh Dacrah

12 Beraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Namenklatur Perencansan  Pembangunan dan
Keusngan Dacrah  (Berita  Negara Republik
Indonesia Tabun 2019 Nomor 1447}

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun
2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintab Doerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor S90)

14 Peraturan  Daerah Provinm Kalimantan Selatan
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tohun 2005-3025 {Lembaran
Dueral Provinst Kalimantan Selatan Tohun 2009

Nomor 16);

15 Peraturan Dacrah Kabupaten Balangan Nomor 24
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Balangsn Tahun 2013-2032 [Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor
24, Tambahan Lemboran Daerab  Kabupoten
Balangan Nomor 95);

16 Peraturan Daerali Kabupaten Balangan Nomior 12
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangkn Menengah Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2016-202] [Lembarun Daerah Tahun 2014
Nomar 12) scbagaimana telah diubsh dengan
Peraturan Daerah Kabupsten Balangan Nomor 3
Tahun 2018  tentang Perubahan  Rencana
Pembangunan  Jangha Menengah Dacrah



Kabupaten Bulangan Tahun 2016-2021 |Lembaran
Dacrah Tahun 2018 Nomer 3);

L7 Peraturnn Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentulmn don Susurian
Permngkat Dacrah (Lembarman Dacrah Kabupates
Bulangan Tahun 2016 Nomor 14, Twmbahan
Lembaran Dacrah Nomar 123);

1B Peraturan Dnerah Kobupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2018  tentang  Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daecrah Kabupaten
Balungan Tephun 2005:-2025 [Lembaran Daerih
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018),

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan ! PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan

f
d.

Daerah adaloh Kabupaten Balangan,

Pemeorintah Dacrah adalah Kepala dierah sebagind unsur penyelengigara
Pemerintah  Daerah  yang memimpln  pelaksanasn  Urusan
pemerntaban yang menjadi kewenangan dacrah otonom,

Kepala Daerah yang selanjulnya disebut Bupati adaiah Bupat
Balangan.

[evwsn Perwikilan Rakvar Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakynt Dacrah Kabupaten Balangan

Badan Perencannan Pembangunun Dasrah yvang selanjutnya disebut
Happeds adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rabupaten
Balangan

Satuan Organisasi Perangkat Daersh yang selanputnya disinglkas
dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah duesib

Unit Kega adalah bagian dar SKPD yang melaksanaken satu arau
beberapa program

Rencanm Rerga Pemerintah Racrah yvang selanjutnya discbut REPD
adulah Rencana kegja pembangunan duerah Kabupaten Balangan
Kebpakan Umum Anggaran yang sclanjutoys disebut KUA adaloh
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Balangan.
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Priaritas Plafon Anggacan Sementaca yhng selanjutnya discbut PPAS
adatah Pricritas Plafon Arggaran Sementara Kabupaten Balangan,

Rencana Kerja dan Anggran SKPD yang selanjutnya disinghat REA-
SKPD sdalah dokumen perencinosn dan periganggarsn yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanjs program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembinyaan sebagal dasar penyusunan APED,

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diingin pada
dkhir periode perencanasn

Mist adalah rumusan mengenal upaya-upayn yang dilaksanakan
dalam mewujudkan visi

Strategs adalah langkah-langkah berisi program-program  indikatil
untuk mewajudkan visi dan misi

Kebijalan adalsh arah/ tindakan yang dinmbil Pemermizh Dacrah
untuk mencapai tujuan

Kineria adalah keluaran/hasil dan kegatan/ program yang akan atng

telah dicapal schubungan dengan pengiunann anggaran dengun
kuantitos dan kualitns yang terubkur,

. Program adalah penjabarin kebijakan SKPD dalam bentuk upiys yang

berisi satu atsu lebih kepistan dengan menggunaksn sumber dayna
nngsw untuk mencapai hasil vang rerukur sesual dengan
ke ;

Kegintun ndalah bagian dari program yang dilaksanakan olch sutu ainu
lebih unit kerja pada SKPD sebagal bagian darl pencapalan sasaran
terukur pada sustu program dan terdin darl sekumpulsn tindabkan
pengerahan sumber diya balk yang berupa permonil (sumber daya
manusls), barang modal termasuk peralotan din teknplogl, diuna atei
komisinasl dar beberapa atau Jeesemua jenin sumber dava tersebut
sebagal masukan {inpul] untuble menghasillan kelupran (output] dalam
bentik barang/jasa. ' '

Basaran (arget| sdaluh hasil yang diherapkan darl susiy program atau
keelunran yang dilraplen dan suato kegintan,

Keluwirnn |ouipul) sclalah barang sty jass vang dihesiiken oleh
kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian susaran
dan tujuan program dan kebdjakan.

Hastl jouteome) mdnlnh segain  sesustu  vang  mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satyu propram.
B_:_:t.:m.- Dacrah adalah semua kewajiban Pemerintuh Diserah vang
diskul scbagl pengurangan nilai kekaysan bersih dalam periode
tarthun anggaran vany hersanglkutan,

BAB I
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 adalah dekumen perencanaan pembangun
dacrah untuk periode 1 {satu) Tahun angearan yaitu Tahun 203 :m:;l

dimulal dar wnpgal 1 Januar 2021 dan beralchi
Desember 2021 F padx tanggal 31



(%) RRPD Tahun 2021 scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusuin
dengan sistematika sebagal berikut
@ BAB1  Pendahuluon.
B BABI Evaluasi Hasil Pelaksanszn RKFD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaman Pemerintah,
c. BAB Il Rancangan Kerangka Ekonomi Dacrah Dan Keobimkan
Keuangnn Disrah
d BAB IV Sasaran dan Priorites Pembangunan Dacrah.
e BABV  Rencani Kerjn dan Pendanaan Daerah.
. BABVI| Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
g BAB VIl Penutup.
i3] Urniin secara rincl RKPD Tahun 2021 adaloh sebagnimans Wercanmum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl
Peraturan Bupatl inl,

Panal 3

[1] REFD Tahun 2021 merupakan REKPD pennbaran awal tahun ke
(lima) dari Rencana Pembangunan Jangks Menengah Dacrah (RPIMD)
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, vang disusun berdasarkan
hasil musrenbang, penjoringan pspirani mesyarakat melalul hasil
reses DPRD. arah kebijakan dan strategl pembangunan, serta prioritas

pembangunan daerah.
{2) REPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk mewujudkan perencanaan pembangunan diersh yang sinergis
antara perencanaan pembangunan nasional, provinsl, dan knbupaten.

{3) RKPD Tahun 2021 merupikan :
a. pedoman penyempurnaan Tancangan Renja SKPD Kabupaten
Balangan Tahun 2021;

b, iandasan dalam menyusun Kebjakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas Plafon Angearan Sementara (PPAS| Tahun 2021; dan

¢ pedoman dalam menyusun Rencangan Anggaran Pendapatan dan
Belania Dacrah (RAPBD) Tahun 2021.

Pasal 4

Dalam rangkn penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjn

Dacrah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021 -

Pemerintih Daerah menggunakan RRPD Tabun 2021 sebaga bahan

pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD.

b SKPD menggunakan RKPD Téhun 2021 dalam melakukan pembahasan
Rencana Kerjn dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2021 dengan
DPRD.



BAB IN
KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah peiaksannon RKPD mialah sehagai berikut :

b,

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisia id.h.m rencana
karin dar masing-masing SKPD sesun) tugas dan Kewomangannys;
Kepals SKPD wajib memperbalki dan menyempurnakan rencang kerja
BEPD buln belum sesuni gan RKPD;

dilistn hal  sdanva | perubshin Kebijakan  pemenintah  berugs
pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah
ditentuban  pengeunaannys oleh pemerintah danfatau perubahan
kebijnkan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat
mendesak untuk dilnksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil
rusen vang muncyl dalam pembuibassn dengan DPRD maka RKFD
Tahun 2021 dapar dilakukan penyesuaan

kerangka pendapaton, belanja dan pembiayaan yang torcantum dalam
RKPD merupakan pagu indikatll yang dapat berubah  sesual
perkembangan pembahasan anggaran bersnma DPRD]

tirget indikator kinerjn yung telab ditetapkan dalam RKPD dapat
berubah sesuni pengalokssian anggaran pads saat pembahssan dengan
BPRD;

penyesuaian REPD Kabupaten Balingan Tahun 2021 scbagnimana
dimaksud pada huruf e.ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaparican
din mendapal persetujunn Bupati,

RHPD Tahun 2021 scbagal pedoman penyusunan Kebijakan Umum
APBI} serta Priorilos dan Plafon Anggaran Sementura Tahun 3021 serta
bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggoran 202) dalam
rangks  mewujudkan  konsistensi perencanaan pembangunan  dan
pengongEaran

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal &

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluaas terhadap pelsksanann
REPD sestiai ketentuan perundang- undangan.

()

BAB W
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

REKPD Tahun 2021 dapnt ditbah dalam kal terfacli:

a.  perubahan kebliskan dan steateg baik di tingkat nasional MmEpUn
di tingkat pemerintuh daerah yang tidak perlu merubah RPIMD:

b, penambahan kKegatan bar yung tidak periu merubah RPIMD: dan

[ EEPT:IEM perubahan dan/atau penambalian program baru pacln



{2l Perubahan RKFD ecbegaimnna dimaksud pado ayal |11 diterapkan
dengas Peraturan Supali.

3 Permiuran Bupau sebagpitnana donekaud pade ayar {2F menpadi
tandasan penyusunan pengtmhan KUA dan porubahan PPAS, Renatra
SKPD. Renja SKPD dan Perubshan APBD Kabupatem Tahum 2021,

BAB VI
KETENTLUAN PENUTLUP

Paanl 8

Peraturan Bupati ini muzlat berlaky pods tangeal diundangkan.

Agar sehap osang  mengetehuings memerintahkan  pehgundanpan
Peraruran Bupali ini dengan penempatannya dalam Berita  Dasrah
Kabupaten Balungan,

Ditetaphkan i Paringn
pods langgel 15 Juli 202¢

BUFA NGAN,

4 ANSHARUDDIN
Diundangian di Paringin
pada tangpal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
RABUPA BALANGAN,

BERITA DAERAM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 52



RKPD Kabupaten Balangan

i
G..}l Takun 2021
2,10,18 Program kerjasama informasi dan media massa Persentase Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan 100 275.536.800,00
Elektronik
2,10,20 Program Pengelolaan Aspirasi Publik Tersedianya Informasi Tentang Aspirasi Publik 100 69.901.000,00
210,24 Program Fasilitasi Bidang Infrastruktur TIK Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK 100 5.647.206.000,00
2,10,25 Program Pengembangan Layanan E-Goverment Persentase Layanan E-government yang berbasis IT 100 844.712.000,00
2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Statistik 329.900.000,00
214,15 Program pengembangan datal/informasi/statistik daerah | Persentase Ketersediaan data statistik daerah 25 329.900.000,00
2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Persandian 38.960.000,00
2,15,16 Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi Terjaminnya Keamanan Informasi pemerintah daerah 100 38.960.000,00
2111 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL/MIKRO DAN PERINDUSTRIAN 4.244.560.900,000
2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4.244.560.900,000
2111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 1.044.227.700,00
211.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Sarana Kerja Aparatur 90 248.526.400,00
2115 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase kapasitas sumberdaya aparatur 100 100.500.000,00
2.11.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 35.000.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
211,16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Persentase pertumbuhan wirausaha baru per tahun 12 364.897.600,00
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
21117 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Persentase usaha mikro/kecil yang sudah menerapkan e-commerce 0 316.301.000,00
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
211,18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase Koperasi Berkualitas 1 245.986.400,00
3.7 Urusan Pilihan - Perindustrian 944.560.900,00
3,7,16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Persentase produk industri yang bersertifikat halal 0 588.615.300,00
3,718 Program Penataan Struktur Industri Persentase IKM yang menerapkan GMP 7 101.384.900,00
3,719 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Persentase IKM yang menerapkan teknologi industri 60 254.560.700,00
2121 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.000.000.000,000
2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal 2.000.000.000,000
2121 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 634.171.700,00
212.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik 100 627.128.800,00
2123 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 49.720.000,00
2125 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat Pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 131.580.000,00
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RKPD Kabupaten Balangan

sseeie
ff{} ) Takun 2021
2.12.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Nilai Predikat Akutabilitas dan Kinerja SKPD 81 26.399.700,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
212,15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Persentase Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha yang Ditindaklanjuti 100 150.000.000,00
212,16 Program Peningkatan lklim Investasi dan Realisasi Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM 100 149.999.800,00
Investasi
212,22 Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP 100 91.000.000,00
Perizinan
212,28 Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan | Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti 100 140.000.000,00
Publik
2131 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.495.474.000,000
2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga 3.230.000.000,000
2.13.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terkelolanya administrasi perkantoran 12 1.006.637.360,00
213.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 233.012.640,00
2133 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 100 42.500.000,00
2135 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100 80.000.000,00
213.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 20.250.000,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
213,15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam rangka kegiatan sosial kemasyarakatan 100 111.999.800,00
Pemuda
213,16 Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase peningkatan peran serta kepemudaan 100 431.200.000,00
213,20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terbinanya dan termasyarakatnya olahraga pertahun 100 618.190.000,00
213,21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga 100 686.210.200,00
21741 DINAS PERPUSTAKAAN 2.726.000.000,000
2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perpustakaan 2.726.000.000,000
21741 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya layanan administrasi perkantoran 100 771.059.100,00
217.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100 756.020.400,00
2173 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur 100 20.865.000,00
2175 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 40.000.000,00
217.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Presentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan 100 31.761.400,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
217,20 Program Tenaga, Pembangunan Perpustakaan dan Cakupan Peningkatan Tenaga, Pembangunan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca 95 126.032.600,00
Pengembangan Minat Baca
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KABUPATEN BALANGAN
Jin.. A. Yani Km. 4,5 No.01 Kec. Paringin Selatan
No Telp : 0526-2028408 No Faks : 0526-2028408 email : admin@balangankab.go.id

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

dan Prakiraan Maju Tahun 2022

KABUPATEN BALANGAN

Nama Perangkat Daerah : 2.12.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2021 (tahun rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Program / Kegiatan
Lokasi Target Capaian | Kebutuhan Dana/pagu Sumber Target Capaian Kebutuhan Dana/ pagu
Kinerja indikatif Dana Kinerja indikatif
@ @ @) () ©) (6) @) ®) 9) (10)
TOTAL BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 2.209.516.490,00
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.12 Penanaman Modal 2.000.000.000,00 2.209.516.490,00
2121 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat kelancaran pelayanan 100.00 634.171.700,00 0.00 699.950.990,00
administrasi perkantoran

21211 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan | Lingkup 12.00 11.550.000,00 12.00 12.705.000,00
Kelengkapannya SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum

2.12.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan | TersedianyaJasaKomunikasi,sumberdaya | Lingkup 12.00 87.600.000,00 12.00 96.250.000,00
listrik air dan listrik SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum

2.12.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Lingkup 12.00 266.671.200,00 12.00 293.338.320,00
SKPD Dana
Alokasi
Umum

Tgl Cetak : 05 Agustus 2020 Hal:1/6
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Kinerja indikatif Dana Kinerja indikatif
1) @ ©) 4 ®) (6) o ® © (10)

2.12.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tesedianya Jasa Kebersihan Kantor Lingkup 12.00 36.048.100,00 12.00 39.654.230,00
SKPD Dana
Alokasi
Umum

2.12.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Lingkup 12.00 24.795.400,00 12.00 27.271.420,00
SKPD Dana
Alokasi
Umum

2.12.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan | Lingkup 12.00 29.228.300,00 12.00 32.151.000,00
Penggandaan SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum

2.12.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | Tersedianya Komponen Instalasi | Lingkup 12.00 7.688.900,00 12.00 10.926.520,00
bangunan kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SKPD Dana
Alokasi
Umum

2.12.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan | Lingkup 12.00 4.000.000,00 12.00 4.400.000,00
perundang-undangan Perundang-undangan SKPD Dana
Alokasi
Umum

2.12.1.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Lingkup 12.00 7.959.800,00 12.00 8.761.500,00
SKPD Dana
Alokasi
Umum

2.12.1.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasidan | Luar Daerah | 12.00 158.630.000,00 12.00 174.493.000,00
Konsultasi Dalam Daerah Dana
Alokasi
Umum

2.12.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana 100.00 627.128.800,00 0.00 694.076.900,00

Aparatur dan Prasarana Aparatur yang Baik

2.12.25 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Lingkup 1.00 347.400.000,00 4.00 382.140.000,00
SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum

2.12.2.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebeleur Lingkup 2.00 12.204.000,00 0.00 13.200.000,00
SKPD Dana
Alokasi
Umum

Tgl Cetak

1 05 Agustus 2020
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2.12.2.13 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Lingkup 3.00 22.794.800,00 0.00 25.300.000,00
SKPD Dana
Alokasi
Umum
2.12.2.14 Pengadaan Komputer Tersedianya Komputer Lingkup 2.00 39.853.000,00 4.00 46.750.000,00
SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum
2.12.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya rutin/berkala gedung kantor Lingkup 12.00 31.680.000,00 12.00 34.848.000,00
SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum
2.12.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan | Terpeliharanya rutin/berkala Kendaraan | Lingkup 12.00 131.197.000,00 12.00 145.638.900,00
dinas/operasional Dinas/Operasional SKPD,LuaD Dana
aerah,Semua Alokasi
Wilayah Umum
Pemda
2.12.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Lingkup 12.00 42.000.000,00 12.00 46.200.000,00
SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum
2.12.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100.00 49.720.000,00 48.951.000,00
2.12.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta | Lingkup 42.00 24.295.000,00 35.00 23.310.000,00
Perlengkapannya SKPD Dana
Alokasi
Umum
2.12.3.6 Pengadaan Pakaian Kedaerah Tersedianya pakaian kedaerahan Lingkup 42.00 25.425.000,00 40.00 25.641.000,00
SKPD Dana
Alokasi
Umum
2.125 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | Tingkat Pengembangan kapasitas 100.00 131.580.000,00 0.00 144.738.000,00
Aparatur Sumber Daya Aparatur
2.12.5.3 Bimbingan  teknis  implementasi  peraturan | Terlaksananya Bimbingan Teknis | LuarDaerah, | 20.00 131.580.000,00 144.738.000,00
perundang-undangan Implementasi  Peraturan  Perundang- | Semua Dana
undangan Wilayah Alokasi
Pemda Umum
2.12.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem | Nilai Predikat Akutabilitas dan Kinerja 81.00 26.399.700,00 0.00 29.039.800,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Tgl Cetak : 05 Agustus 2020 Hal:3/6
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2.12.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar | Jumlah dokumen perencanaan dan | Lingkup 5.00 14.959.800,00 16.455.800,00
realisasi kinerja SKPD keuangan SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum
2.12.6.5 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD Semua 4.00 11.439.900,00 12.584.000,00
WilayahPem Dana
da,Lingkup Alokasi Kh
SKPD usus,Dana
Alokasi
Umum
2.12.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama | Persentase Kerjasama Pemberdayaan 100.00 150.000.000,00 0.00 173.360.000,00
Investasi Dunia Usaha yang Ditindaklanjuti
2.12.15.1 Peningkatan Kerjasama Strategis Antar Usaha | Jumlah Kerjasama Strategis antar Usaha | Semua 1.00 42.459.000,00 1.00 46.704.900,00
Besar dan Usaha Kecil Menengah Besar dan Usaha Kecil Menengah Wilayah Dana
Pemda Alokasi
Umum
2.12.15.5 Koordinasi perencanaan dan pengembangan | Jumlah Potensi Unggulan Penanaman [ Semua 1.00 31.571.000,00 40.382.100,00
penanaman modal Modal yang ditindaklanjuti Wilayah Dana
Pemda Alokasi
Umum
2.12.15.10 | Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah Pelaksanaan Pameran Investasi Lingkup 1.00 75.970.000,00 86.273.000,00
SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum
2.12.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan | Persentase Perusahaan yang 100.00 149.999.800,00 0.00 165.199.800,00
Realisasi Investasi menyampaikan LKPM
2.12.16.5 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di | Jumlah Data dan Informasi Penanaman | Lingkup 1.00 38.000.000,00 42.000.000,00
daerah Modal SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum
2.12.16.9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi | Lingkup 1.00 39.900.000,00 43.890.000,00
Realisasi Investasi SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum
2.12.16.11 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan yang menyampaikan | Lingkup 11.00 31.660.000,00 34.826.000,00
LKPM SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum
Tgl Cetak : 05 Agustus 2020 Hal:4/6
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2.12.16.13 | Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama pemerintah | Jumlah Pelaku Usaha (sasaran) yang | Semua 100.00 40.439.800,00 44.483.800,00
daerah dengan pelaku usaha di bidang investasi menerima sosialisasi WilayahPem Dana
da,Lingkup Alokasi
SKPD Umum
2.12.22 Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Persentase Pelayanan Perizinan dan 100.00 91.000.000,00 0.00 100.100.000,00
Perizinan Non Perizinan sesuai SOP
2.12.22.1 Penyediaan jasa teknis perizinan Jumlah Izin yang Diterbitkan Lingkup 600.00 22.740.000,00 25.014.000,00
SKPD Dana
Alokasi
Umum
2.12.22.2 Pembinaan,pengawasan dan evaluasi perizinan Persentase Pemenuhan Permohonan | Lingkup 100.00 56.380.000,00 62.018.000,00
Perizinan dan Non Perizinan SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum
2.12.22.6 Monitoring evaluasi dan pelaporan perizinan Jumlah perizinan dan non perizinan yang | Semua 100.00 11.880.000,00 13.068.000,00
harus dievaluasi Wilayah Dana
Pemda Alokasi
Umum
2.12.28 Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas | Persentase Pengaduan Pelayanan 100.00 140.000.000,00 0.00 154.100.000,00
Layanan Publik Masyarakat yang ditindaklanjuti
2.12.28.1 Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat | Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan | Lingkup 1.00 40.300.000,00 44.330.000,00
(IKM) Masyarakat SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum
2.12.28.2 Pembentukan Unit Khusus Penanganan | Jumlah Unit Penanganan Pengaduan Lingkup 1.00 5.600.000,00 6.160.000,00
Pengaduan SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum
2.12.28.3 Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi | Jumlah perizinan yang akan diproses | Lingkup 2.00 1.200.000,00 1.320.000,00
Pengelolaan Perizinan Secara Online secara online SKPD Dana
Alokasi
Umum
2.12.28.4 Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Jumlah Informasi Perizinan dan Semua 7.00 21.568.500,00 23.725.350,00
Modal Penanaman Modal Wilayah Dana
Pemda Alokasi
Umum

Tgl Cetak : 05 Agustus 2020
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2.12.28.5 Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman | Jumlah Naskah Akademik NSPK Semua 1.00 50.200.000,00 55.220.000,00
Modal Wilayah Dana
Pemda Alokasi
Umum

2.12.28.6 Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan | Jumlah Sosialisasi Produk NSPK Bidang | Lingkup 2.00 12.131.500,00 13.344.650,00
dan Penanaman Modal Perizinan dan Penanaman Modal SKPD,Semu Dana
a Wilayah Alokasi
Pemda Umum

2.12.28.7 Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang | Jumlah NSPK yang Didokumentasikan Semua 6.00 9.000.000,00 10.000.000,00
Perizinan dan Penanaman Modal Wilayah Dana
Pemda Alokasi
Umum

Tgl Cetak : 05 Agustus 2020
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